
1 5
Pengembangan	Sistem	Angkutan	Umum	Massal	
Perkotaan	di	Metropolitan	Jabodetabek	(MRT,	
LRT,	BRT	dan	KA	Komuter)

Major	Project	Pengembangan	Angkutan	
Umum	Masal	Perkotaan	di	6	Kota	
Metropolitan

Kemenhub,	Pemda,	
Badan	Usaha

2 5 Pengembangan	Pelabuhan	Tanjung	Priok
Major	Project	Jaringan	7	Pelabuhan	Hub	
Terpadu

Kemenhub,	BUMN	
(Pelindo	II),	Swasta

3 5 Pembangunan	KA	Cepat	Jakarta-Semarang DKI	Jakarta-Jawa	Tengah
Major	Project	Pembangunan	KA	Cepat	
Pulau	Jawa	(Jakarta-Semarang	dan	Jakarta-
Bandung)

Kemenhub,	Badan	
Usaha

4 5 Pembangunan	KA	Cepat	Jakarta-Bandung DKI	Jakarta-Jawa	Barat
Major	Project	Pembangunan	KA	Cepat	
Pulau	Jawa	(Jakarta-Semarang	dan	Jakarta-
Bandung)

Kemenhub,	Badan	
Usaha

5 5 Penambahan	kapasitas	pembangkit Major	Project	(PLTGU	Muara	Karang) Badan	Usaha	(PLN)

6 6
Informasi	Gempabumi	dan	Tsunami	dengan	
pemasangan	seismograf

Jumlah	penambahan	peralatan	seismograf	untuk	
informasi	gempabumi	dan	peringatan	dini	tsunami	
(unit)

Provinsi	DKI	Jakarta Penguatan	sistem	peringatan	dini	bencana BMKG

7 3
Sistem	pengelolaan	air	limbah	domestik	(SPALD)	
setempat	skala	individu

Jumlah	rumah	tangga	yang	memiliki	tangki	septik	
sesuai	standar	(rumah	tangga)

514	Kab/Kota
Percepatan	Penurunan	Kematian	Ibu	dan	
Stunting

KemenPUPR,	DAK,	
Pemda,	Masyarakat

8 2
Penyediaan	air	baku	KSPN	Kepulauan	Seribu	dan	
Kota	Tua	Jakarta

Air	baku	untuk	kawasan	pariwisata	dan	industri	
(m3/detik)

Kab.	Kepulauan	Seribu
Perluasan	Distribusi	Air	Bersih	di	Seluruh	
Wilayah

Kementerian	PUPR

9 5 SPALD-Terpusat	Skala	Regional/Kota/Permukiman
Mendukung	Major	Project	Peningkatan	
Akses	Sanitasi	(Air	Limbah	Domestik)	
Layak	dan	Aman	(90%	Rumah	Tangga)

KemenPUPR,	APBD,	
DAK,	Swasta	(CSR)

10 5
Peningkatan/pembangunan	SPAM,	Perluasan	
SPAM,	dan	Fasilitasi	Pengelolaan	SPAM

Mendukung	Major	Project	Akses	Air	
Minum	Perpipaan	(10	Juta	Sambungan	
Rumah)

KemenPUPR,	BUMN,	
Pemda

11 5
Infrastruktur	Jaringan	Gas	Bumi	untuk	Rumah	
Tangga

Major	Project,		mendukung	
pengembangan	Kota	Besar,	Kota	Sedang,	
Kota	Kecil

KESDM,	Badan	Usaha

1 2
Pengadaan	Kapal	untuk	Penyeberangan	
Kepulauan	Seribu

Jumlah	kapal	penyeberangan Prov.	DKI	Jakarta
Kementerian	
Perhubungan

2 2
Penanganan	jalan	mendukung	KSPN	Kepulauan	
Seribu

Panjang	jalan	yang	terbangun Prov.	DKI	Jakarta Kementerian	PUPR

1 1

Perintisan	Destinasi	Pariwisata	Regional	II	(KSPN	
Borobudur	dskt,	KSPN		Tanjung	Lesung	dskt,	KSPN	
BTS	dskt,	KSPN	Kota	Tua-Kepulauan	Seribu	dskt)	+	
2	DPP	baru

Pulau	Jawa	dan	Pulau	Kalimantan

Penyelesaian	Pembangunan	Kawasan	
Pariwisata:	Danau	Toba,	Borobudur	Dskt,	
Lombok,	Labuan-Bajo,	Bromo-Tengger-
Semeru,	Wakatobi

Kemenparekraf

2 1

Perintisan	Destinasi	Pariwisata	Regional	II	(KSPN	
Borobudur	dskt,	KSPN		Tanjung	Lesung	dskt,	KSPN	
BTS	dskt,	KSPN	Kota	Tua-Kepulauan	Seribu	dskt)	+	
2	DPP	baru

Pulau	Jawa	dan	Pulau	Kalimantan

Penyelesaian	Pembangunan	Kawasan	
Pariwisata:	Danau	Toba,	Borobudur	Dskt,	
Lombok,	Labuan-Bajo,	Bromo-Tengger-
Semeru,	Wakatobi

Kemenparekraf

3 1

Perintisan	Destinasi	Pariwisata	Regional	II	(KSPN	
Borobudur	dskt,	KSPN		Tanjung	Lesung	dskt,	KSPN	
BTS	dskt,	KSPN	Kota	Tua-Kepulauan	Seribu	dskt)	+	
2	DPP	baru

Pulau	Jawa	dan	Pulau	Kalimantan

Penyelesaian	Pembangunan	Kawasan	
Pariwisata:	Danau	Toba,	Borobudur	Dskt,	
Lombok,	Labuan-Bajo,	Bromo-Tengger-
Semeru,	Wakatobi

Kemenparekraf

4 1 Optimalisasi	Reproduksi Optimalisasi	Reproduksi

Pusat,	Aceh,	Sumatera	Utara,	Sumatera	Barat,	Riau,	
Jambi,	Sumatera	Selatan,	Bengkulu,	Lampung,	
Kepulauan	Bangka	Belitung,	Kepulauan	Riau,	DKI	Jakarta,	
Jawa	Barat,	Jawa	Tengah,	DI	Yogyakarta,	Jawa	Timur,	
Banten,	Bali,	Nusa	Tenggara	Barat,	Nusa	Tenggara	Timur,	
Kalimantan	Barat,	Kalimantan	Tengah,	Kalimantan	
Selatan,	Kalimantan	Timur,	Kalimantan	Utara,	Sulawesi	
Utara,	Sulawesi	Tengah,	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	
Tenggara,	Gorontalo,	Sulawesi	Barat,	Maluku,	Maluku	
Utara,	Papua	Barat,	Papua

Penguatan	Jaminan	Usaha	Serta	350	
Korporasi	Petani	dan	Nelayan

Kementan

5 1 Pengembangan	unggas	dan	aneka	ternak Pengembangan	unggas	dan	aneka	ternak Pusat,	Sumatera	Utara
Penguatan	Jaminan	Usaha	Serta	350	
Korporasi	Petani	dan	Nelayan

Kementan

6 1 Asuransi	Pertanian Asuransi	Pertanian

Pusat,		Aceh,	Sumatera	Utara,	Sumatera	Barat,	Jambi,	
Sumatera	Selatan,	Bengkulu,	Lampung,	Kepulauan	
Bangka	Belitung,	Jawa	Barat,	Jawa	Tengah,	DI	
Yogyakarta,	Jawa	Timur,	Banten,	Bali,	Nusa	Tenggara	
Barat,	Kalimantan	Barat,	Kalimantan	Tengah,	Kalimantan	
Selatan,	Kalimantan	Timur,	Sulawesi	Utara,	Sulawesi	
Tengah,	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	Tenggara,	Gorontalo

Penguatan	Jaminan	Usaha	Serta	350	
Korporasi	Petani	dan	Nelayan

Kementan

7 1 Kelembagaan	Petani	yang	Dikembangkan Kelembagaan	Petani	yang	Dikembangkan

Aceh,	Sumatera	Utara,	Sumatera	Barat,	Riau,	Jambi,	
Sumatera	Selatan,	Bengkulu,	Lampung,	Kepulauan	
Bangka	Belitung,	Kepulauan	Riau,	DKI	Jakarta,	Jawa	
Barat,	Jawa	Tengah,	DI	Yogyakarta,	Jawa	Timur,	Banten,	
Bali,	Nusa	Tenggara	Barat,	Nusa	Tenggara	Timur,	
Kalimantan	Barat,	Kalimantan	Tengah,	Kalimantan	
Selatan,	Kalimantan	Timur,	Kalimantan	Utara,	Sulawesi	
Utara,	Sulawesi	Tengah,	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	
Tenggara,	Gorontalo,	Sulawesi	Barat,	Maluku,	Maluku	
Utara,	Papua	Barat,	Papua

Penguatan	Jaminan	Usaha	Serta	350	
Korporasi	Petani	dan	Nelayan

Kementan

8 1 Jaringan	Irigasi	Tersier Jaringan	Irigasi	Tersier

Aceh,	Sumatera	Utara,	Sumatera	Barat,	Riau,	Jambi,	
Sumatera	Selatan,	Bengkulu,	Lampung,	Kepulauan	
Bangka	Belitung,	Jawa	Barat,	Jawa	Tengah,	DI	
Yogyakarta,	Jawa	Timur,	Banten,	Bali,	Nusa	Tenggara	
Barat,	Nusa	Tenggara	Timur,	Kalimantan	Barat,	
Kalimantan	Tengah,	Kalimantan	Selatan,	Kalimantan	
Timur,	Kalimantan	Utara,	Sulawesi	Utara,	Sulawesi	
Tengah,	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	Tenggara,	Gorontalo,	
Sulawesi	Barat,	Maluku,	Maluku	Utara,	Papua	Barat,	
Papua

Penguatan	Jaminan	Usaha	Serta	350	
Korporasi	Petani	dan	Nelayan

Kenentan

9 2
Pembangunan	Rumah	Susun	termasuk	untuk	
buruh,	pekerja	dan	ASN

DKI	Jakarta
Mendukung	major	project	1	juta	Rumah	
Susun	Perkotaan

KemenPUPR,	BUMN

10 3
Pengembangan	Sistem	layanan	dan	rujukan	
terpadu

Daerah	yang	menyelenggarakan	Sistem	layanan	
dan	rujukan	terpadu	(Kabupaten/Kota)

34	Provinsi
Integrasi	Bantuan	Sosial	Menuju	Skema	
Perlindungan	Sosial	Menyeluruh	(5T)

Kementerian	Sosial

PROVINSI	DKI	JAKARTA

Non	Major	Project	Highlight

Major	Project	Highlight

Major	Project	Lainnya

PN PROYEK	KL INDIKATOR Instansi	PelaksanaNo.

Dukungan	Pemda:	Penyediaan	lahan	untuk	pemasangan	seismograf	gempa	bumi	dan	tsunami

Dukungan	Pemda:	Dukungan	pemerintah	daerah	terhadap	perencanaan	pembangunan	KA	cepat	Jakarta-Semarang	dalam	hal		tata	ruang,	ketersediaan	lahan,		dan	pengembangan	pusat	pertumbuhan	baru	di	sekitar	koridor	jalur	

Dukungan	Pemda:	Dukungan	pemerintah	daerah	terkait	dengan	penyediaan	lahan,	Operational	Expenses	(Opex),	dan	sebagian	capital	expenditure	(capex)		

Dukungan	Pemda:	Pengembangan	kawasan	ekonomi	baru	di	sepanjang	koridor	jalur	KA	cepat	dengan	memberikan		beberapa	insentif,	dll	

Lokasi Major	Project



PN PROYEK	KL INDIKATOR Instansi	PelaksanaNo. Lokasi Major	Project

11 3
Penyelenggaraan	Bantuan	Sosial	Pangan	bagi	
keluarga	miskin	dan	rentan

Keluarga	Miskin	dan	Rentan	yang	Memperoleh	
Bantuan	Sosial	Pangan	(KPM)	melalui	Kartu	
Sembako	Murah

514	Kab/Kota;	34	Provinsi
Integrasi	Bantuan	Sosial	Menuju	Skema	
Perlindungan	Sosial	Menyeluruh	(5T)

Kementerian	Sosial

12 3 Pelaksanaan	surveilan	gizi
Jumlah	kabupaten/kota	melaksanakan	surveilan	
dan	intervensi	gizi	berkualitas

514	kabupaten/Kota
Percepatan	Penurunan	Kematian	Ibu	dan	
Stunting

Kemkes

13 3
Pelaksanaan	Konvergensi	Pencegahan	Stunting	di	
Desa

Jumlah	Kader	Pembangunan	Manusia	(KPM)	di	
Desa-Desa	meningkat	kapasitasnya	dalam	
mendukung	Pelaporan	Konvergensi	Pencegahan	
Stunting	melalui	Scorecards	Konvergensi	Desa

15000	desa
Percepatan	Penurunan	Kematian	Ibu	dan	
Stunting

Kemendesa

14 3 Revitalisasi	SMK	yang	Mendukung	Industri	4.0
Jumlah	SMK	yang	mendukung	industri	4.0	yang	
terrevitalisasi

31	lokasi	di	Prov.	Aceh,	Prov.	Bali,	Prov.	Banten,	Prov.	
Bengkulu,	Prov.	D.I.	Yogyakarta,	Prov.	Gorontalo,	Prov.	
Jambi,	Prov.	Jawa	Barat,	Prov.	Jawa	Tengah,	Prov.	Jawa	
Timur,	Prov.	Kalimantan	Barat,	Prov.	Kalimantan	Selatan,	
Prov.	Kalimantan	Tengah,	Prov.	Kalimantan	Timur,	Prov.	
Kalimantan	Utara,	Prov.	Kepulauan	Bangka	Belitung,	
Prov.	Kepulauan	Riau,	Prov.	Lampung,	Prov.	Maluku,	
Prov.	Maluku	Utara,	Prov.	Papua,	Prov.	Papua	Barat,	
Prov.	Riau,	Prov.	Sulawesi	Barat,	Prov.	Sulawesi	Selatan,	
Prov.	Sulawesi	Tengah,	Prov.	Sulawesi	Tenggara,	Prov.	
Sulawesi	Utara,	Prov.	Sumatera	Barat,	Prov.	Sumatera	
Selatan,	Prov.	Sumatera	Utara

Pengembangan	Pendidikan	dan	Pelatihan	
Vokasi	untuk	Industri	4.0

Kemdikbud

15 3
DAK	Fisik	Revitalisasi	SMK	yang	Mendukung	
Industri	4.0

Jumlah	SMK	yang	mendukung	industri	4.0	yang	
terrevitalisasi

Prov.	Sumatera	Utara
Pengembangan	Pendidikan	dan	Pelatihan	
Vokasi	untuk	Industri	4.0

Pemda

16 3
Tenaga	Kerja	yang	Mendapat	Pelatihan	Berbasis	
Kompetensi	(Fungsi	Pendidikan)

Jumlah	tenaga	kerja	yang	mendapat	pelatihan	
berbasis	kompetensi

34	Provinsi
Pendidikan	dan	Pelatihan	Vokasi	untuk	
Industri	4.0

Kementerian	
Ketenagakerjaan

17 3 Keluarga	yang	Memiliki	Baduta	Terpapar	1000	HPK
Jumlah	keluarga	yang	memiliki	baduta	yang	
terpapar	promosi	1000	HPK	(juta	keluarga)

34	Provinsi
Percepatan	Penurunan	Kematian	Ibu	dan	
Stunting

BKKBN

18 5 Digital	technopreuner Major	Project Kominfo

19 5
Pembangunan	Rumah	Susun	termasuk	untuk	
buruh,	pekerja	dan	ASN

Mendukung	major	project	1	juta	Rumah	
Susun	Perkotaan

KemenPUPR,	BUMN

20 5
ProP	:	Penyediaan	sistem	terpadu	peringatan	dini	
dan	tanggap	darurat	bencana

Pemasangan	alat	pemantauan	penurunan	tanah	
dan	penggunaan	air	tanah	DKI	Jakarta,	DKI	Jakarta

DKI	Jakarta
Pengaman	Pesisir	5	Perkotaan	Pantura	
Jawa

KemenESDM

21 5
ProP	:	Pembangunan	dan	rehabilitasi	infrastruktur	
ketahanan	bencana

Pengendalian	banjir	di	kawasan	Pantura	Jawa	
Provinsi	DKI	Jakarta	

DKI	Jakarta	
Pengaman	Pesisir	5	Perkotaan	Pantura	
Jawa

KemenPUPR

22 5
ProP	:	Pembangunan	dan	rehabilitasi	infrastruktur	
ketahanan	bencana

Pengamanan	pantai	di	kawasan	Pantura	Jawa	
Provinsi	DKI	Jakarta	

DKI	Jakarta	
Pengaman	Pesisir	5	Perkotaan	Pantura	
Jawa

KemenPUPR

23 6 Pemantauan	Kualitas	Udara	Otomatis
Jumlah	sistem	pemantauan	kualitas	udara	ambien	
yang	beroperasi	secara	kontinyu/AQMS	di	
perkotaan	(unit)

Kab.	Kepulauan	Seribu Penguatan	sistem	peringatan	dini	bencana KEMEN	LHK

24 6 Pemantauan	Kualitas	Air	Otomatis
Jumlah	stasiun	pemantau	kualitas	air	
sungai/ONLIMO	yang	beroperasi	secara	kontinyu	
(unit)

DAS	Ciliwung	(Kota	adm	Jakarta	Timur,	Jakarta	Selatan,	
Jakarta	Pusat)

Penguatan	sistem	peringatan	dini	bencana KEMEN	LHK

25 6
Informasi	meteorologi	maritim	(Strengthening	of	
Marine	Meteorology)

Jumlah	pelabuhan	yang	memperoleh	informasi	
meteorologi	maritim	(pelabuhan)

Pelabuhan	Sunda	Kelapa,	Kalibaru,	Kali	Adem Penguatan	sistem	peringatan	dini	bencana BMKG

26 7 Pembentukan	Security	Operation	Center	(SOC) Jumlah	SOC	yang	dibentuk 34	Provinsi
Pembentukan	NSOC	dan	121	SOC	dan	
CSIRT

BSSN	

27 7
Pembentukan	Computer	Security	Incident	
Response	Team	(CSIRT)

Jumlah	SOC	yang	dibentuk	 34	Provinsi
Pembentukan	NSOC	dan	121	SOC	dan	
CSIRT

BSSN	

1 2
Pembangunan	Rumah	Susun	termasuk	untuk	
buruh,	pekerja	dan	ASN

Jumlah	rumah	susun	yang	terbangun	(unit) KemenPUPR,	BUMN

2 2 Peningkatan	produksi	perikanan	tangkap jumlah	produksi	 Kota	Administasi	Jakarta	Utara
Kementerian	Kelautan	
dan	Perikanan

3 2
Pengembangan	data	statistik	metropolitan	
(Metropolitan	Statistical	Area)

Jumlah	publikasi/laporan	pengembangan	data	
statistik	metropolitan

WM	Jakarta BPS

4 2
Pelaksanaan	Perjanjian	Kerja	Sama	dalam	
penyelesaian	permasalahan	pelayanan	publik	di	
10	Wilayah	Metropolitan

Jumlah	Pelaksanaan	Perjanjian	Kerja	Sama	dalam	
penyelesaian	permasalahan	pelayanan	publik

Pusat	(alokasi	kementerian) Kemendagri

5 2
Belanja	APBD	berorientasi	pada	pelayanan	
masyarakat	yang	diwujudkan	dengan	pemenuhan	
SPM

Jumlah	daerah	yang	belanja	APBD	nya	
berorientasi	pada	pelayanan	masyarakat	yang	
diwujudkan	dengan	pemenuhan	SPM

Kementerian	Dalam	
Negeri

6 2

Memantapkan	peran	Gubernur	sebagai	wakil	
pemerintah	pusat	dalam	fungsi	pembinaan	dan	
pengawasan	serta	menyinergikan	kepentingan	
antar-kabupaten/kota	di	wilayahnya	masing-
masing.

Jumlah	tugas	dan	wewenang	yang	dilaksanakan	
oleh	Gubernur	sebagai	Wakil	Pemerintah	Pusat	
dengan	kinerja	baik

Kementerian	Dalam	
Negeri

7 2
Pembinaan	peningkatan	kinerja	dan	akuntabilitas	
penyelenggaraan	Otsus

Jumlah	pembinaan	peningkatan	kinerja	dan	
akuntabilitas	penyelenggaraan	Otsus

Kementerian	Dalam	
Negeri

8 4
Peningkatan	Pendidikan	Karakter	Bangsa	bagi	
Siswa

Jumlah	Siswa	Sekolah	Menengah	Pertama	yang	
Mendapatkan	Pendidikan	Karakter	Bangsa

Pusat	dan	Daerah Kemdikbud

4
Jumlah	Siswa	Sekolah	Dasar		yang	Mendapatkan	
Pendidikan	Karakter	Bangsa

Kemdikbud

4
Jumlah	Siswa	Sekolah	Pendidikan	Khusus	dan	
Layanan	Khusus	yang	Mendapatkan	Pendidikan	
Karakter	Bangsa

Kemdikbud

4
Jumlah	Siswa	Sekolah	Menengah	Atas	Yang	
Mendapatkan	Pendidikan	Karakter	Bangsa

Kemdikbud

Non	Major	Project	Lainnya

Dukungan	Pemda	:	(1)	Pembentukan	Security	Operation	Center	(SOC)	(2)	Pembentukan	Cyber	Security	Incident	Response	Team	(CSIRT)



PN PROYEK	KL INDIKATOR Instansi	PelaksanaNo. Lokasi Major	Project

9 4
Pengembangan	Rumah	Ibadah	Bersih	dan	Sehat	
(yang	suci	dan	damai)

Rumah	Ibadah	Bersih	dan	Sehat	(yang	suci	dan	
damai)

Kementerian	Agama

10 4
Pengembangan	festival	budaya	berkelas	
internasional

Jumlah	festival	budaya	yang	terhubung	dalam	
platform	festival	budaya	tingkat	nasional

																				
Kemdikbud,	
Kemenparekraf

11 5
Fasilitasi	Peningkatan	Kualitas	Rumah	Swadaya	
(bedah	rumah)

KemenPUPR,	
Kemensos

12 7
Operasional	Speed	Boat/Rigid	Inflatable	
Boat/Rubber	Boat

Jumlah	hari	operasional	speed	boat/rigid	
inflatable	boat/rubber	boat

34	Provinsi KKP

13 7
Kelompok	Masyarakat	Pengawas	(POKMASWAS)	
yang	aktif	dalam	pengawasan	sumber	daya	
kelautan	dan	perikanan

Jumlah	Kelompok	Masyarakat	Pengawas	
(POKMASWAS)	yang	aktif	dalam	membantu	
pengawasan	SDKP

34	Provinsi KKP

14 7
Korban	Penyalahgunaan	Napza	yang	mendapatkan	
Rehabilitasi	dan	Perlindungan	Sosial

Jumlah	Korban	Penyalahgunaan	Napza	yang	
mendapatkan	Rehabilitasi	dan	Perlindungan	Sosial	

34	Provinsi Kemensos

15 7
Warga	Masyarakat	di	Lokasi	Rawan	Bencana	yang	
Mendapatkan	Pencegahan	Terorisme

Jumlah	Warga	Masyarakat	di	Lokasi	Rawan	
Bencana	yang	Mendapatkan	Pencegahan	
Terorisme

34	Provinsi Kemensos


